


KATA PENGANTAR

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, RPJMN 2005-2009 dan kebijakan anggaran berbasis kinerja, Kemeneg PPN/Bappenas secara intensif
sejak tahun 2008 telah melakukan program dan kegiatan reformasi birokrasi yang dituangkan dalam dokumen “Rencana Penerapan Manajemen
Kinerja dalam rangka Reformasi Birokrasi”. Dokumen tersebut telah disampaik  kepada Menteri Keuangan dan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara pada bulan Juli tahun 2 8 melalui surat Meneg PPN/Kepala Bappenas nomor: 0180/M.PPN/08/2008 tanggal 8 Agustus 2008.
Kemudian dilanjutkan dengan surat kedua Meneg PPN/Kepala mengenai optimalisasi anggaran dalam rangka reformasi birokrasi kepada Menteri
Keuangan dengan nomor 0213/M.PPN/10/2008 tanggal 9 Oktober 2008. Selanjutnya pada tahun 2009 dokumen tersebut disempurnakan menjadi
Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Kemeneg PPN/Bappenas dengan mengacu kepada Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai
Keputusan Meneg PAN No. Kep.15/M.PAN/12/ 2008 dan No. Kep.04/M.PAN/04/2009. Reformasi birokrasi Kemeneg PPN/Bappenas juga mengacu
kepada kebijakan pilot project penerapan anggaran berbasis kinerja bagi 6 instansi (Kemeneg PPN/Bappenas, Depkeu, Deptan, Dep-PU, Depkes
dan Depdiknas) untuk kegiatan dan anggaran 2010, yang persiapannya sudah dilakukan sejak tahun 2008. Sejalan dengan itu, dalam rapat-rapat
dengar pendapat (RDP) antara Komisi XI DPR-RI dan Kemeneg PPN/Bappenas pada tahun 2008 dan pada rapat pagu indikatif tahun 2009, Komisi
XI DPR-RI telah mendukung dan menyetujui pelaksanaan program dan kegiatar  eformasi Birokrasi Kemeneg PPN/Bappenas.

Reformasi Birokrasi Kemeneg PPN/Bappenas berisi berbagai program dan kegiatan di bidang kelembagaan, sumber daya manusia dan
ketatalaksanaan termasuk penataan program, kegiatan dan anggaran sejalan dengan kebijakan anggaran berbasis kinerja tersebut di atas. Program
dan kegiatan tersebut ada yang telah dilaksanakan (periode sebelum tahun 2008), yang sedang dan akan dilaksanakan (periode setelah tahun
2008). Dalam pelaksanaannya,kegiatan reformasi birokrasi Kemeneg PPN/Bappenas melibatkan seluruh pimpinan, staf dan unit kerja.

Diharapkan, dengan program dan kegiatan reformasi birokrasi ini, kinerja lembaga, unit kerja dan para pegawai Kemeneg PPN/Bappenas
akan terus meningkat (better performance) dan dapat memberikan kontribusinya secara signifikan bagi keberhasilan pembangunan nasional dan

kemajuan bangsa dan negara Indonesia.
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RINGKASAN EKSEKUTIF i

Reformasi birokrasi Kemeneg PPN/Bappenas secara komprehensif dan intensif dimulai sejak tahun 2008, dengan diajukannya dokumen Rencana Penerapan
Manajemen Kinerja dalam Rangka Reformasi Birokrasi Kemeneg PPN/Bappenas kepada Menteri Keuangan dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara mela
surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas nomor: 0180/M.PPN/08/2008 tanggal 8 Agustus 2008. Kemudian dilanjutkan dengan surat
kedua mengenai optimalisasi anggaran dalam rangka reformasi birokrasi, kepada Menteri Keuangan nomor 0213/M.PPN/10/2008 tanggal 9 Oktober 2008. Sejalan dengan
itu, dalam rapat-rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi X DPR-RI dan Kemeneg PPN/Bappenas pada tahun 2008 (kemudian pada rapat pagu indikatif tahun 2009),
Komisi XI DPR-RI telah mendukung dan menyetujui pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Kemeneg PPN/Bappenas. Namun demikian, reformasi birokrasi
Kementerian Negara PPN/Bappenas masih belum bisa dilaksanakan tahun 2009 dikarenakan Kemeneg PPN/Bappenas bersama beberapa kementerian/lembaga lainnya
yang menjadi prioritas pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2009, masih menunggu proses penilaian dan penetapan ofeh Tim Reformasi Birokrasi Nasional

Agenda reformasi birokrasi Kemeneg PPN/Bappenas meliputi 3 komponen utama dalam pembenahan aparatur negara atau birokrasi yaitu penyempurnaan
kelembagaan (organisasi), penataan ketatalaksanaan (manajemen) termasuk penataan kegiatan dan anggaran, serta penataan sumber daya manusianya (SDM).
Selanjutnya, ketiga komponen tersebut di atas dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan mengacu kepada Permeneg PAN No. Per/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum
Reformasi Birokrasi. Terdapat kegiatan Reformasi Birokasi Kemeneg PPN/Bappenas yang telah dan sedang dilaksanakan. Kegiatan yang telah dilaksanakan, secara partial
dimulai sejak tahun 2003. Kemudian, sejak tahun 2008 reformasi birokrasi dilakukan secara komprehensif dan intensif dengan mengacu kepada Permeneg PAN tersebut di
atas sebagaimana terlihat dalam lampiran Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Kemeneg PPN/ Bappenas.

Dari komponen-komponen tersebut di atas, komponen yang menjadi prioritas utama (pendorong utama) dalam mewujudkan reformasi birokrasi adalah membangun,
menata dan menerapkan manajemen kinerja (performance management). Hal tersebut didasarkan pada hasil Kajian Bappenas tahun 2006 tentang manajemen pemerintahan
di instansi pemerintah pusat dan daerah serta referensi lainnya bahwa manajemen adalah “instrumen” penting untuk mengelola sumber daya yang dimiliki organisasi dale
rangka menghasilkan kinerja yang diharapkan. Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan penerapan anggaran berbasis kinerja juga memertukan dukungan manajemen kinera.
Dalam kaitan tersebut, pada RAPBN - Nota Keuangan 2009 dan 2010, Kemeneg PPN/Bappenas ditetapkan menjadi salah satu instansi pilot project bersama lima instansi
lainnya, yaitu: Depkeu, Depkes, Deptan, Depdiknas dan Dep.PU untuk penerapan anggaran berbasis kinerja dengan menata program dan kegiatannya kembali agar sesuai
dengan tugas dan fungsinya serta menetapkan indikator kinerja program dan kegiatan pada tingkat lembaga, unit organisasi atau satuan kerjanya.

Jadwal waktu pelaksanaan reformasi birokrasi Kemeneg PPN/Bappenas secara komprehensif dan intensif dimulai sejak tahun 2008 hingga tahun 2011, dan secara
umum dibagi dalam tiga tahap sesuai pedoman dan Kementerian PAN, sebagai berikut:

a. Tahap 1: Pembangunan/Pembenahan Sistem dan Sosialisasi (Tahun 2008-2009)

Tahap ini dilakukan selama 2 tahun, yaitu Tahap Pembangunan/Pembenahan (Penataan) Sistem | (2008) dan dilanjutkan dengan Tahap Pembangunan/Sistem Il (2009).
Dalam Permeneg PAN No. Per/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008, sosialisasi diposisikan dalam tahap implementasi, sedangkan dalam agenda reformasi birokrasi Kemeneg
PPN/Bappenas, sosialisasi dilakukan sejalan dengan tahap pembangunan atau pembenahan sistem. Artinya, setiap kegiatan dalam tahap pembangunan/pembenahan sistem
sefalu melibatkan para pimpinan dan staf sesuai substansi kegiatannya. Misalnya dalam penyusunan IKU/KPI lembaga dan unit kerja eselon | dan II, pimpinan dan staf terlibat



iv

secara intemnsif. Dengan demikian, diharapkan, sejak tahap awal pimpinan dan staf sudah mulai terinformasikan atau mendapat sosialisasi secara baik mengenai tujuan,
program dan kegiatan reformasi birokrasi Kemeneg PPN/Bappenas, termasuk pertimbangan positif dan negatifnya. Sebenamya, pada tahap pembangunan/pembenahan
sistem ini tidak hanya berisi kegiatan pembangunan atau pembenahan saja, tetapi juga sudah ada kebijakan yang dilaksanakan

b. Tahap 2: implementasi (Tahun 2009-2010, dan seterusnya)

Tahap ini adafah tahap penerapan berbagai kebijakan yang telah dibangun, dibenahi atau ditata pada tahun 2008 dan 2009. Pada tahun 2009, sebagian pedoman atau SOP
(business process) sudah mulai diterapkan antara lain Pedoman Pengelolaan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) untuk internal Kemeneg PPN/Bappenas, Pedoman
Pengelolaan Kegiatan dan Anggaran Kemeneg PPN/Bappenas, serta Pedoman Pengelolaan Asset Kemeneg PPN/Bappenas. Kemudian, finger print kehadiran pegawai
Kemeneg PPN/Bappenas sudah mulai diterapkan sejak tahun 2007, dan terus disempumnakan. Sebenamya implementasi kebijakan-kebijakan yang telah disusun dalam
rangka reformasi birokasi tidak terbatas sampai dengan tahun 2010 saja, tetapi secara terus menerus (continous improvement). Maksudnya, program dan kegiatan utamanya
dilaksanakan pada tahun 2009 dan 2011, dan selanjutnya penyempumaan dilakukan secara terus menerus pada tahun-tahun seterusnya.

¢. Tahap 3: Mengukur Dampak/Perubahan yang Terjadi (2010-2011 dan seterusnya secara berkala)

Tahap ketiga adalah tahap untuk mengukur dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi, khususnya dampak terhadap: a) kinerja lembaga dan unit
keria Kemeneg PPN/Bappenas; b) kinerja pegawai; dan c) akuntabilitas pengelolaan kegiatan, anggaran dan asset Kemeneg PPN/Bappenas. Pengukuran tersebut, antara
lain dilakukan dengan evaluasi.

Secara rinci ketiga tahapan di atas, dijabarkan ke dalam program dan kegiatan reformasi birokrasi yang dibagi dalam 3 bagian, yaitu:
A. Bagian 1 tentang informasi Dasar
B. Bagian 2 tentang Rencana Umum
C. Bagian 3 tentang rencana teknis pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :
1. Program arahan stretegi dengan kegiatan :
a. program percepatan (quick wins),
b. penilaian kinerja organisasi saat ini,
c. postur birokrasi 2025
2. Program Manajemen Perubahan dengan kegiatan :
- proses sosialisasi dan internalisasi
3. Program Penataan Sistem dengan kegiatan :
a. analisa jabatan’
b. evaluasi jabatan
c. sistem remunerasi
4. Program Penataan Organisasi dengan kegiatan :
a. redefinisi visi, misi, strategi;
b. restrukturisasi;
¢. analisa beban kerja



5. Program Penataan Tatalaksana dengan kegiatan :
a. penyusunan tatalaksana
b. elektronisasi dokumentasi/kearsipan
6. Program Penataan Sistem Manajemen SDM dengan kegiatan :
a. assesmen kompetensi individu bagi pegawai/tenaga ahli
b. membangun sistem penilaian kinerja
¢. mengembangkan pola pengembangan dan pelatihan
d. memperkuat pola karir
e. membangun/memperkuat database pegawai
7. Program Penguatan Unit Organisasi dengan kegiatan :
a. penguatan unit kerja/organisasi kepegawaian
b. penguatan unit kerja kediklatan
¢. perbaikan sarana dan prasarana
8. Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan kegiatan :
- memetakan regulasi, deregulasi, menyusun regulasi baru
9. Program Pengawasan Intemal dengan kegiatan :
a. menegakkan disiplin kerja
b. menegakkan kode etik

Dalam beberapa kegiatan di atas, dijelaskan juga beberapa prestasi Kemeneg PPN/Bappenas yang telah dicapai, antara lain mendapat predikat unqualified opinion
atau wajar tanpa pengeculian (WTP) dari BPK untuk Laporan Keuangan Kemeneg PPN/Bappenas tahun 2008, dan penghargaan dari Warta Ekonomi dalam e-govt
Kemeneg PPN/Bappenas sebagai Urutan Ke-3 pada tahun 2003 (kelompok LPND) dan Urutan Ke-2 pada tahun 2007 (untuk kelompok K/L).

Masing-masing kegiatan di atas disusun sesuai dengan format yang telah ditetapkan dalam Permeneg PAN No. Per/15/M.PAN/7/2008 dan Per/04/M.PAN/04/2008,
yaitu dalam tiga tahap, yaitu tahap pembangunan/pembenahan sistem, tahap sosialisasi dan implementasi, serta tahap mengukur dampak perubahan yang terjadi.

Program dan kegiatan reformasi bir -asi Kemeneg PPN/Bappenas selama 4 (empat) tahun 2008-2011 sebagian besar dibiayai dari anggaran DIPA-APBN Kemeneg

PPN/Bappenas yang dialokasikan kepada masing-masing unit pelaksana atau koordinator program/kegiatan. Sisanya, sebagian kecil, dibiayai dari hibah atau grant (dalam
bentuk tenaga alhi, technical assistance) dan Ausaid untuk tahun 2008 dan 2008.
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MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRAS)
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL





























































2. Kegiatan Penilaian kinerja organisasi saat ini

 BAGIANTIGA
NG-MASING PROGR)

| DAN KEG

a. Rencana Kerja Rinci
1) Tahapan kerja

Tahap 1: Pembangunan/pembenahan system
Terdapat beberapa kegiatan pembangunan/pembenahan sistem, dalam program penilaian kinerja
organisasi kegiatan-kegiatan tersebut ada yang bersifat internal tetapi ada juga yang bermanfe  bagi
internal dan eksternal Kemeneg PPN/Bappenas. Pembentukan Inspektorat Bidang Kinerja
Kelembagaan (IBKK), sebagai unit organisasi yang melakukan penilaian kinerja kelembagaan di
Kemeneg PPN/Bappenas. Sudah dtetapkan pada tahun 2001 dengan Kep.Meneg PPN/Ka Ba znas
No. 09/M.PPN/05/Tahun 2000.:Bappenas adalah satu-satunya instansi pemerintah yang sudah
memiliki Inspektorat di bidang kinefja kelembagaan. Berbagai kegiatan audit kinerja sudah dilakukan,
antara lain audit pelaksanaan manajemen unit kerja, profil manajemen Kemeneg PPN/Bappenas, audit
kajian semua unit kerja, dan pengembangan instrumen untuk melihat profil manajemen unit kerja dan
instansi(SMAK-UP). IBKK tersebut akan terus diberdayakan agar untuk melakukan audit kinerja
lembaga dan unit kerja, termasuk pengawasan atas pelaksanaan kinerja para pegawai.

1. Penyusunan pedoman audit kinerja Kemeneg PPN/Bappenas:

Sudah dilakukan: Permenneg PPN/Ka. Bappenas No. PER.009/M.PPN/12/2007 tentang Pe iman
Audit Kinerja di Kemeneg PPN/ Bappenas

2. Evaluasi Kinerja Kelembagaan Kemeneg PPN/Bappenas: melalui penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Kemeneg PPN/Bappenas, (lembaga, unit organisasi, dan satuan kerja)

3. Penyusunan hasil audit/evaluasi organisasi tahun 2003 (tahun 2009, saat ini sedang dilaksanakan
dengan kuesioner dan FGD di pusat dan daerah, antara lain untuk memperoleh pendapat berupa
kritik dan saran atas peran dan pelaksanaan tugas Kemeneg PPN/Bappenas, sebagai masukan
untuk menyusun Renstra 2010-2014 dan upaya perbaikan kinerja).

4. Penyusunan konsep Good Govemance Index (GGl) yang difokuskan pada pelaksanaan
manajemen di instansi pemernintah, yang dapat dikembangkan menjadi indeks nasional.

5. Penyempumaan Sistem Evaluasi Pelaksanaan Manajemen instansi Pemerintah (SMAK-UP) sejak
tahun 2003 dan saat ini masih dalam proses penyempuranaan kembali.

6. Mengevaluasi Profil Manajemen Kemeneg PPN/Bappenas: dilakukan Mei 2009 dan akan terus
disempumakan/dikembangkan.










c. Jadwal/agenda pelaksanaan kegiatan

JADWAL/AGENDA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI

KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TAHUN 2008 - 2011

NAMAPROGRAM  : ARAHAN STRATEGIS
NAMA KEGIATAN  : PENILAIAN KINERJA ORGANISASI SAAT INI
0 S ATA AHADA 083 U3
;| TAHAPAN 1: e
* | PEMBENAHAN/PEMBANGUNAN SISTEM
, | TAHAPAN 2:
- | SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI |
5 | TAHAPANS3:
* | PENGUKURAN DAMPAK/PERUBAHA

72
i
X

Keterangan:

1. Uraian kegiatan pada masing-masing tahapan dapat dilihat pada poin a. Rencana Kerja Rinci

2. Setiap tahun pelaksanaan program dan kegiatan dibagi dalam enam bagian dan satu bagian mewakili waktu pelaksanaan selama 2 bulan
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c. Jadwal/agenda pelaksanaan kegiatan

JADWAL/AGENDA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN 2008 - 2011

NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN

ARAHAN STRATEGIS
POSTUR BIROKRASI 2025

URAIAN TAHAPAN

| TAHAPAN 1:
PEMBENAHAN/PEMBANGUNAN SISTEM

TAHAPAN 2:
SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI

TAHAPAN 3:
PENGUKURAN DAMPAK/PERUBAHAN

Keterangan:

1.  Uraian kegiatan pada masing-masing tahapan dapat dilihat pada poin a. Rencana Kerja Rinci
2. Setiap tahun pelaksanaan program dan kegiatan dibagi dalam enam bagian dan satu bagian mewakili waktu pelaksanaan selama 2 bulan










b. Rencana Tindak Lanjut

Menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan manajemen perubahan (
management) untuk perbaikan proses reformasi birokrasi Kemeneg PPN/Bappenas.

ange

c¢. Jadwallagenda pelaksanaan kegiatan

JADWAL/AGENDA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NAMA PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN

TAHUN 2008 - 2011

NAMA KEGIATAN KEGIATAN PROSES SOSIALISASI DAN INTERNALISASI

URAIAN TAHAPAN

TAHAPAN 1:
PEMBENAHAN/PEMBANGUNAN SISTEM

TAHAPAN 2:
SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI

TAHAPAN 3:

5 PENGUKURAN DAMPAK/PERUBAHAN

Keterangan:

1.  Uraian kegiatan pada masing-masing tahapan dapat dilihat pada poin a. Rencana Kerja Rinct
2. Setfap tahun pelaksanaan program dan kegiatan dibagi dalam enam bagian dan satu bagian mewakili waktu pelaksanaan sefama 2 bufan



















MASING-MA

c. Jadwallagenda pelaksanaan kegiatan

JADWAL/AGENDA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN 2008 - 2011 '

NAMA PROGRAM : PENATAAN ORGANISASI
NAMA KEGIATAN : REDEFINIS! VISI, MiSI, DAN STRATEGI

J RALA AHAPA 108 00 310 ;
1 TAHAPAN 1:
* | PEMBENAHAN/PEMBANGUNAN SISTEM .
2 TAHAPAN 2: e E e T S R fz
* | SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI : . . . m -
* | PENGUKURAN DAMPAK/PERUBAHAN -
Keterangan:

1. Uraian kegiatan pada masing-masing tahapan dapat dilihat pada poin a. Rencana Kerja Rinci
2. Sefiap tahun pelaksanaan program dan kegiatan dibagi dalam enam bagian dan satu bagian mewakili waktu pelaksanaan selama 2 butan
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ASING-MAS

5) Sumber anggaran DIPA - APBN Kemeneg PPN/Bappenas
6) Kriteria keberhasilan Tersusunnya formula kebutuhan pegawai Kemeneg PPN/Bappenas dalam tahun 2010-2014
b. Rencana Tindak Lanjut 1. Penataan pegawai melalui kebijakan mutasi, rotasi, dan promosi secara berkala dan akuntabel
2. Mengevaluasi kinerja pegawai dan hubungannya dengan kinerja lembaga/unitkerja

c. Jadwal/agenda pelaksanaan kegiatan

JADWAL/AGENDA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN 2008 - 2011

NAMA PROGRAM : PENTAAN ORGANISASI
NAMA KEGIATAN : ANALISIS BEBAN KERJA

NO - URAIAN TAHAPAN

TAHAPAN 1:
" | PEMBENAHAN/PEMBANGUNAN SISTEM

TAHAPAN 2:
SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI

TAHAPAN 3:
PENGUKURAN DAMPAK/PERUBAHA

Keterangan:

1. Uraian kegiatan pada masing-masing tahapan dapat dilihat pada poin a. Rencana Kerja Rinci
2.  Setiap tahun pelaksanaan program dan kegiatan dibagi dalam enam bagian dan satu bagian mewakili waktu pelaksanaan selama 2 bulan
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¢. Jadwal/agenda pelaksanaan kegiatan

JADWAL/AGENDA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN 2008 - 2011

NAMA PROGRAM : PENATAAN TATA LAKSANA
NAMA KEGIATAN . PENYUSUNAN TATA LAKSANA (BUSSINESS PROCESS) YANG = :NGHASILKAN
STANDAR OPERATIONAL PROCEDURE (SOP

URAIAN TAHAPAN 7 2008

TAHAPAN 1:
PEMBENAHAN/PEMBANGUNAN SISTEM
DISESUAIKAN DENGAN JENIS DAN
SUBSTANSI SOP

2 TAHAPAN 2:
" | SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI
3 TAHAPAN 3:

PENGUKURAN DAMPAK/PERUBAHA

Keterangan:
4. Uraian kegiatan pada masing-masing tahapan dapat dilihat pada poin a. Rencana Kerja Rinci
2.  Sefiap tahun pelaksanaan program dan kegiatan dibagi dalam enam bagian dan satu bagian mewakili waktu pelaksanaan selama 2 bulan
















1. Kegiatan penilaian (asessment) kompetensi individu bagi pegawai/tenaga ahli

BAGIANTIGA

- MASING PROGRAM DAN

a. Rencana Kerja Rinci
1) Tahapan kerja

Tahap 1: Pembangunan/pembenahz sistem
Penataan kegiatan penilaian (assesment) kompetensi pegawai (pimpinan dan staf), yang merupakan
bagian dari penataan sistem manajemen SDM, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1.

2.

Pelaksanaan review kompetensi SDM di Kemeneg PPN/Bappenas terhadap 14 kompetensi yang
telah ditetapkan sebelumnya (pada tahun 2004)

Penetapan kompetensi inti organisasi, kompetensi manajerial bagi pejabat struktural dan kompetensi
spesifik bagi pejabat fungsional perencana dan fungsional lainnya

3. Penyusunan kamus kompetensi SDM di Kemeneg PPN/Bappenas
4.
5

Penyusunan format laporan penilaian kompetensi yang terbaru
Pembangunan data base hasil per ian (assessment)

Tahap 2: Sosialisasi dan implementasi
Sosialisasi dan implementasi kegiatan penilaian kompetensi individu bagi pegawaitenaga i di
Kemeneg PPN/Bappenas, dengan tahapan sebagai berikut:

1.

e

PN o

Sosialisasi intemal mengenai kompetensi inti organisasi, kompetensi manajerial bagi pejabat
struktural dan kompetensi spesifik bagi pejabat fungsional perencana maupun fungsional lainnya
Pelaksanaan assesmen untuk tingkat pejabat eselon |, Il, dan fungsional perencana utama
Pelaksanaan assesmen untuk tingkat pejabat eselon IIf dan fungsional perencana madya
Pelaksanaan assesmen untuk tingkat pejabat eselon IV, fungsional perencana muda, serta
fungsional perencana pertama

Pelaksanaan assesmen untuk tingkat staf perencana

Pemanfaatan hasil assesmen untuk perencanaan karir SDM

Perencanaan diklat pegawai berdasarkan hasil assesmen

Pemanfaatan hasil assesmen sebagai pertimbangan dalam pengangkatan seseorang dalam jabatan
hasil assesmen menjadi bahan pertimbangan Baperjakat
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5. Kegiatan memperkuat pola rotasi, mutasi, promosi

. BAGIANTIGA - .
G-MASING PRO »a,w th Eemg EFORMASI BIROKRAS

a. Rencana Kerja Rinci
1) Tahapan kefja

Tahap 1: Pembangunan/pembenahan system

Penguatan pola rotasi, mutasi, dan promosi, yang merupakan bagian dari penataan sistem manajemen

SDM, dengan tahapan sebagai berik

1. Menyempurnakan pedoman rotasi, mutasi, dan promosi pegawai

2. Menyiapkan instruksi kerja pedoman kedalam penerapan ISO 9001:2000

3. Melakukan koordinasi pembenahan sistem dengan unit kerja terkait dan Tim Teknis Baperjakat dan
Tim Penilai Jabatan Fungsional Perencana

4. Meningkatkan peran Biro SDM dan Tim Teknis Baperjakat dalam kebijakan karir pegawai

Tahap 2: Sosialisasi dan implementasi

Sosialisasi dan implementasi penguatan pola rotasi, mutasi, dan promosi, dengan tahapan sebagai

berikut:

1. Melakukan sosialisasi internal mengenai pedoman rotasi, mutasi, dan promosi pegawai
Melaksanakan pedoman rotasi, mutasi, dan promosi pegawai sesuai waktu dan tempat, dan
kebutuhan organisasi

3. Melaksanakan promosi, rotasi, dan mutasi pegawai berdasarkan ketentuan yang berlaku dan jika
diperlukan memerlukan pertimbangan Tim Baperjakat

4. Melakukan tindakan displin terhadap pegawai yang melanggar disiplin

5. Melayani kebutuhan pegawai dengan tepat dan cepat

Tahap 3: Mengukur dampak/perubahan

Pengukuran dampak/perubahan atas iplementasi penguatan pola rotasi, mutasi, dan promosi, dengan
tahapan sebagai berikut:

1. Pemantauan atas pelaksanaan pedoman rotasi, mutasi, dan promosi pegawai

2. Evaluasi atas hasil pelaksanaan pedoman rotasi, mutasi, dan promosi pegawai, untuk mengetahui:
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2) Penanggungjawab dan pelaksana

Penanggungjawab: Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas
Pelaksana: 1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia

2. Tim Baperjakat

3) Waktu pelaksanaan dan jangka waktu

Dilakukan sejak tahun 2006 sampai dengan 2011

4) Perkiraan besamya anggaran

Rp. 600 juta untuk 4 tahun (2008 s.d. 2011)

5) Sumber Anggaran

DIPA - APBN Kemeneg PPN/Bappenas

6) Kriteria keberhasilan

1.

own

Tersusun dan diterapkannya pedoman pola “sistem dual track career” berdasarkan kompetensi dan
kinerja dalam pengembangan karir SDM di Kemeneg PPN/ Bappenas

Penempatan pegawai yang sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya

Meningkatnya kinerja individu pegawai

Tidak terjadinya kesalahan dalam penempatan pegawai (“right man on the right job")

b. Rencana Tindak Lanjut

W=

Melakukan pemantauan dan evalt i atas hasil pelaksanaan pedoman pola karir pegawai
Melakukan sosialisasi secara terus menerus mengenai pedoman pola karir pegawai

Melakukan penyempumaan sistem secara berkelanjutan

Mengembangkan sistem informasi kepegawaian untuk mendukung proses penelusuran bidang dan
bakat secara tepat.

Melakukan assessment centre sebagai dasar dalam pemetaan otensi dan kompetensi pegawai.
















1.

RMASI BIROKRASI

Kegiatan Penguatan Unit Kerja/Organisasi Kepegawaian

a. Rencana Kerja Rinci
6) Tahapan kerja

Tahap 1: Pembangunan/pembenahan sis m
Penguatan unit kerja kepegawaian (Biro SDM) Kemeneg PPN/Bappenas, dengan tujuan menjadikan Biro SDM
sebagai unit kerja SDM yang kredibel, memenuhi IS0 9001, yang mampu berperan secara signifikan dalam
meningkatkan kinerja pegawai dan menjac an pegawai Bappenas sebagai pegawai yang lebih profesional.
Tahapan penguatan Biro SDM dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Pengembangan dan penyempumaan organisasi dan tata kerja kepegawaian (manajemen SDM),
memenuhi ISO 9001 meliputi:
1.1. Inventarisasi kebutuhan organisasi dan tata kerja unit kerja kepegawaian
1.2. Menyusun organisasi dan tata kerja unit kerja kepegawaian
1.3. Implementasi organisasi dan tata kerja kediklatan
2. Pengembangan dan pengadaan fasilitas ketja Biro SDM meliputi:
2.1. Inventarisasi kebutuhan fasilitas kerja Biro SDM
2.2. Menyusun rencana pemanfaatan fasilitas kerja Biro SDM
2.3. Implementasi rencana pemanfaate ‘asilitas kerja Biro SDM
3. Pengembangan dan pelatihan tenaga/t M untuk mendukung pelaksanaan tugas dan peningkatan kinerja
Biro SDM,meliputi:
3.1. Inventarisasi kebutuhan tenaga/SDM untuk mendukung Biro SDM
3.2. Menyusun rencana penempatan te 1ga/SDM pada organisasi kepegawaian
3.3. Implementasi penempatan tenaga/SDM untuk mendukung organisasi kepegawaian

Tahap 2: Sosialisasi dan Implementasi

Sosialisasi dan implementasi kegiatan peng  tan Biro SDM dengan tahapan sebagai berikut:
1. Sosialisasi kepada unit kerja Kemeneg PPN/Bappenas

2. Sosialisasi kepada mitra kerja (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah)

3. Implementasi langkah-langkah penguatan di atas













Tahap 3: Mengukur dampak/perubahan
Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penguatan Pusbindiklatren untuk
mengetahui/mengukur apakah penguatan F  bindikatren berpengaruh terhadap:
1. Kinerja pelaksanaan program kerja unit kerja kediklatan Kemeneg PPN/Bappenas
2. Kinerja SDM unit kerja kediklatan Kemeneg PPN/Bappenas
3. Kinerja pemanfaatan sarana dan prasarana kediklatan Kemeneg PPN/Bappenas

2) Penanggungjawab dan pelaksana

Penanggungjawab: Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas
Pelaksana: 7. Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana
8. Kepala Biro Sumber Daya Manusia
9. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana
10. Kepala Biro Umum
11. Kepala Biro Hukul
12. Direktorat Aparatur Negara
13. Direktorat Otonomi Daerah

3) Waktu pelaksanaan dan jangka waktu

3 (tiga) tahun (2008-2011)

4) Perkiraan besamya anggaran

Rata-rata sekitar Rp. 2 Miliar per tahun atau Rp.6 Miliar (2008-2011)

5) Sumber penganggaran

DIPA - APBN Kemeneg PPN/Bappenas

6) Kriteria keberhasilan

Tersedianya dokumen profil Pusbindiklatren Kemeneg PPN/Bappenas

Tersedianya rencana kerja aksi penguatan Pusbindiklatren Kemeneg PPN/Bappenas
Meningkatnya kualitas pengelolaan kediklatan Kemeneg PPN/Bappenas
Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas kediklatan Kemeneg PPN/Bappenas

B =

b. Rencana Tindak Lanjut

Menyusun Kurikulum Kediklatan Gelar dan Non-Gelar Kemeneg PPN/Bappenas
Menyusun rencana kegiatan kediklatan baik jangka pendek maupun panjang

B w













SR

RENCANA TEKNIS PELAKSANAAN

9.11. Pelaksanaan ketertiban penggunaan fahan parkir gedung Kementenian gera

PPN/Bappenas

9.12. Pelaksanaan peningkatan kenyamanan dan kebersihan dilingkungan Kementerian gara
PPN/ Bappenas

9.13. Pelaksanaan penghematan penggunaan listrik dan telepon di fingkungan Kementerian :gara
PPN/ Bappenas

Tahap 3: Mengukur dampak/perubahan

Pengukuran dampak/perubahan atas implementasi pengembangan dan pengadaan sarana dan

prasarana, dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengembangan dan pengadaan sarana

dan prasarana Kemeneg PPN/ Bappe s, untuk mengetahui:

4. Apakah kebijakan pengembangz dan pengadaan sarana dan prasarana tersebut di atas sudah
tepat dan berjalan baik? :

5. Apakah kebijakan pengembangan dan pengadaan sarana dan prasarana tersebut di atas
berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai dan lembaga/unit kerja?

2) Penanggungjawab dan pelaksana

Penanggungjawab: Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas
Pelaksana: 14. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi,dan Tata Laksana
15. Kepala Biro Hukum
16. Kepala Biro Sumber Daya Manusia
17.Kepala Pus Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan

3) Waktu pelaksanaan dan jangka waktu

3 (tiga) tahun (2008-2010)

4) Perkiraan besamya anggaran

Rata-rata sekitar Rp. 2 Miliar per tahu  atau Rp.6 Miliar (2008-2010)

5) Sumber penganggaran

DIPA - APBN Kemeneg PPN/Bappenas

6) Kriteria keberhasilan

1. Tersedianya dokumen rencana pengembangan dan pengadaan sarana dan prasarana Kemeneg
PPN/Bappenas




b. Rencana Tindak Lanjut Penyempurnaan SOP-SOP yang tidak relevan lagi
Penyusunan SOP-SOP baru sesuai dengan kebutuhan

c. Jadwal/agenda pelaksanaan kegiatan

JADWAL/AGENDA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN 2008 - 2011

NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN

PENGUATAN UNIT ORGANISASI
PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA

URAIAN TAHAPAN

TAHAPAN 1:
PEMBENAHAN/PEMBANGUNAN SISTEM

2. Tersedianya dokumen rencana aksi pengembangan dan pengadaan sarana dan prasarana
Kemeneg PPN/Bappenas _
3. Kelancaran pelaksanaan tugas Kemeneg PPN/Bappenas

TAHAPAN 2:
SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI

TAHAPAN 3:

3 PENGUKURAN DAMPAK/PERUBAHAN

Keterangan:
1. Uraian kegiatan pada masing-masing tahapan dapat dilihat pada poin a. Rencana Kerja Rinci
2. Setiap tahun pelaksanaan program dan kegiatan dibagi dalam enam bagian dan satu bagian mewakili waktu pelaksanaan selama 2 bulan
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RENCANA TEKNIS PELAKSANAAN MASING-MASING PROGRAM DAN

2.3. Membuat daftar keputusan/peraturan yang bersifat mengatur

3. Review & Evaluasi subtantif dan* mat terhadap peraturan yang bersifat regeling sesuai ketentuan
tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang beriaku, dilakukan untuk mengetahui
berbagai kelemahan aturan yang antaranya dengan melihat kejelasan tujuan, kejelasan rumusan,
kedayagunaan, kehasilgunaan, dan harmmonisasi dengan peraturan yang lebih tinggi/sederajat.
Langkah-langkahnya sebagai berikut:
3.1. Menentukan alat analisa dan review
3.2. Melakukan review dan analisa
3.3. Menyusun draft rekomendasi berupa regulasi atau deregulasi sebuah peraturan

Tahap 2: Sosialisasi dan implementasi

Sosialisasi dan implementasi pembenahan penyusunan peraturan perundang-undangan melalui

pemetaan peraturan/keputusan menten tahun 2001 - 2007, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan dengar pendapat terhadap hasil review & evaluasi peraturan/keputusan pada
stakeholders terkait. Draft rekomendasi sebagaimana yang dihasilkan di atas merupakan hasil
review dan evaluasi secara teknokratis. Agar draft rekomendasi sebagaimana tersebut di atas lebih
sempumna, maka perlu mendapatkan masukan secara partisipatif dan berbagai stakeh: ers.
Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

7. Menentukan target peserta
8. Melaksanakan forum sosialisasi
9. Merumuskan hasil sosialisasi

2. Menggunakan hasil sosialisasi sebagai bahan pelaksanaan deregulasi dan regulasi. Langkah-

langkahnya adalah sebagai berikut:

2.1. Menggunakan hasil sosialisasi

2.2. Menyusun rekomendasi berupa regulasi atau deregulasi sebuah peraturan

2.3. Menyampaikan hasil pemetaan peraturan/keputusan menteri tahun 2001 - 2007 kepada
Pimpinan, unit kerja eselon (UKE) | dan |l sebagai bahan untuk penataan peraturan dan
pengambilan kebijakan dalam rangka reformasi birokrasi intemal dan peningkatan kinerja
pembangunan.
















KepalaE ) Umum
Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana
Direktorat Analisis Perundang-undangan
Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan
Inspektur Bidang Administrasi Umum
- Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan

OO NDO A

12) Waktu pelaksanaan dan jangka waktu

18 Bulan (Juli 2009 — Desember 2010)

13) Perkiraan besamya anggaran

Rp. 200 juta (2009 - 2010)

14) Sumber Anggaran

DIPA - APBN Kemeneg PPN/Bappenas

15) Kriteria keberhasilan

1. Tersusunnya peraturan, perundangan, dan pedoman yang dipergunakan untuk mer rong
peningkatan kinerja dan akuntabilit

2. Meningkatnnya kepercayaan stake lders terhadap Kemeneg PPN/Bappenas

3. Tertatanya manajemen kinerja dalam rangka penerapan anggaran berbasis kinerja

b. Rencana Tindak Lanjut

Koordinasi lintas unit kerja yang terkait dengan materi yang akan diatur di dalam Peraturan Menteri
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c. Jadwal/agenda pelaksanaan kegiatan

JADWAL/AGENDA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIAT, REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN ERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN 2008 - 2011

NAMA PROGRAM : PROGRAM PENGAWASAN INTERNAL
NAMA KEGIATAN : PENEGAKAN DISIPLIN KERJA
() R ATAN AHARA 008 (100
s | TAHAPAN 1:
* | PEMBENAHAN/PEMBANGUNAN SISTEM
2 TAHAPAN 2: :
* | SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI
3 TAHAPAN 3:
" | PENGUKURAN DAMPAK/PERUBAHAN

Keterangan:

4. Uraian keglatan pada masing-masing tahapan dapat dilihat pada poin a. Rencana Kerja Rinci
2. Setiap tahun pelaksanaan program dan kegiatan dibagi dalam enam bagian dan satu bagian mewakili waktu pelaksanaan selama 2 bulan

R
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DENUTUD

Program dan reformasi Birokrasi Kemeneg PPN/Bappenas akan terus dilaksanakan agar menjadikan Kemeneg PPN/Bappenas berkiner
tinggi dan produk-produknya menjadi acuan serta memberikan kontribusi yang signifikan b |i keberhasifan pembangunan nasional dan kemajuz
bangsa dan negara Indonesia. Jika hal ini dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, | ka Kemeneg PPN/Bappenas dapat menjadi lembag
pemerintah yang world class, sebagaimana telah diuraikan dalam kegiatan penyusunan Postur Kemeneg PPN/Bappenas tahun 2025. Untuk itu,
diperlukan keterlibatan dan dukungan yang kuat dari semua pimpinan, staf dan unit kerja « Kemeneg PPN/Bappenas agar program dan kegiate
yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan.

Penyempurnaan atas program dan kegiatan reformasi birokrasi Kemeneg PPN/Bappenas dalam dokumen ini dapat dilakukan, sepanjar
¢ aksudkan untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik. Untuk itu, pemantauan dan eva isi atas pelaksanaan program dan kegiatan reformasi
t krasi tersebut terus dilakukan.









PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN REFO  ASI BIROKRASI
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENC
PERIODE SEBELUM TAHUN 2008 s/d 2011

PROGRAM: ARAHAN STRATEGI

KEGIATAN: PROGRAM PERCEPATAN (QUICK WINS
TR
B RATK RRAIAL ATA

Al

1. Penyempumaan proses penyusunan RPJM dan RKP melalui
penyempumaan proses penyelenggaraan musyawarah
perencanaan pembangunan (musrenbang)

2. Penyempurmaan muatan/substansi RPJM dan RKP melalui
desain program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan
kementerian/lembaga (K/L) untuk masukan penyusunan RPJM
2010 - 2014 dan RKP 2011 dalam rangka penerapan
penganggaran berbasis kinerja (ABK)

3. Penyempurnaan format Renstra K/L yang relevan dengan RPJM
dan desain program di atas, agar terdapat keterkaitan yang erat
antara RPJM, Renstra K/L dan RKP

4. Penyempumaan sistem evaluasi kinerja pembangunan
5. Pengembangan sistem data dan informasi perencanaan
nasional

IAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

1) Telah diterbitkan setiap tahun SEB antara Meneg
PPN/Ka.Bappenas dan Mendagri tentang tata cara
penyelenggaraan musrenbang daerah, 2) telah ditetapkan a)
pedoman penyusunan RKP, b) pedoman penyusunan Renja
KA, 3) sedang difakukan evaluasi musrenbang 2009 untuk
penyempurnaan musrenbangprov, dan musrenbangnas 2010
(Documen Rencana Terlampir)

Telah disusun konsep arsitektur program dan kegiatan.
Penyempumaan desain program dan kegiatan tersebut akan
diterapkan lebih dahulu sebagai pilot project pada tahun 2010
{dan persiapan sejak tahun 2008} di Depkeu, Dep PU, dan
Kemeneg PPN/Bappenas.

Telah disusun konsep pedoman penyusunan Renstra K/L.
Konsep Renstra K/L tersebut akan segera ditetapkan

Sistem evaluasi yang disempumakan bersifat komprehensif
(lintas bidang/sektor dan wilayah)

Telah ditaksanakan pengembangan sistem data dan informasi

| perencanaan pembangunan yang dimulai sebelum tahun 2008,

berupa 1) pembangunan sistem informasi manajemen
perencanaan pembangunan nasional (simrenas) sebelum tahun

12007, 2) Pengembangan sistem utama yaitu e-planning dan e-

monev (tahun 2008 s/d 2011), 3) Pengembangan sistem
pendukung melalui penyempumaan Sistem Intranet Bappenas
(SIB) dalam rangka mempermudah proses persuratan seperti
disposisi (lembar edaran), memorandum, surat edaran, dan
penjadwalan penggunaan ruangan rapat. SIB bertujuan untuk
meningkatkan: a) efektifitas dan efisiensi (lebih cepat,
paperless), b) akuntabilitas kinerja perorangan, serta ¢} kualitas
sistem pengarsipan dan dokumentasi

perkembangan.pelaksanaan.program.dan.kegiatan.reformasi.birokrasi.halaman. 1



PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PERIODE SEBELUM TAHUN 2008 s/d 2011

PROGRAM: ARAHAN STRATEGIS
KEGIATAN: PENILAIAN KINERJA ORGANISASI SAAT INI

NG URUT BO
. RALAN ATAN 008 008 018 s RAM
ARIDIR AN 1:1 70
A2
1. Pembentukan Unit kerja Inspektorat Bidang Kinerja o Sebagai unit organisasi yang melakukan penilaian kinerja
Kelembagaan (IBKK) kelembagaan di Kemeneg PPN/Bappenas pada tahun 2000
o dalam rangka melakukan pengawasan dan evaluasi atas
pelaksanaan tugas pokok dan manajemen baik di tingkat UKE
I, 11, dan kelembagaan Kemeneg PPN/Bappenas
2. Penyusunan pedoman audit kinerja Kemeneg PPN/Bappenas Telah ditetapkan dengan Permeneg PPN/Ka.Bappenas No.
PER 009/M.PPN/12/2007 tentang Pedoman Audit Kir i
Kemeneg PPN/Bappenas
3 Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah di Kemeneg PPN/ - Melakukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappenas . {LAKIP) Kemeneg PPN/Bappenas (lembaga, unit organisasi,
- dan satuan kerja) sefiap tahun mulai tahun 2001
4. Audit/evaluasi organisasi Kemeneg PPN/bappenas P . Telah dilakukan audit organisasi pada tahun 2003 dan saat ini
: - (tahun 2009) sedang dilaksanakan evaluasi melalui
’ penyampaian kuesioner dan FGD di pusat dan daerah, antara
lain untuk memperoleh pendapat berupa masukan dan saran
atas peran dan pelaksanaan tugas Kemeneg PPN/Bappenas,
. selanjutnya masukan untuk menyusun Renstra 2010-2014 dan
. ' upaya perbaikan kinerja
5. Mengembangkan Index Penilaian Pemerintahan yang Baik GG! difokuskan untuk mengukur pelaksanaan manajemen di
{Good Govemance index) melalui penyusunan konsep Good instansi pemerintah dan telah diujicobakan di beberapa
Govemance Index (GGI) - Pemda. GGl ini dapat dikembangkan menjadi indeks nasional.
‘ Kegiatan telah dimulai sejak tahun 2007.
6. Pengembangan dan Penyempumaan Sistem Evaluasi . Sudah dikembangkan sejak tahun 2003 dan saat ini sistem
Pelaksanaan Manajemen Instansi Pemerintah dengan - SMAK UP tersebut masih terus disempumakan. SMAK-UP
menggunakan SMAK-UP *’ pemah diujicobakan di Kemeneg PAN tahun 2005.

perkembangan. pelaksanaan. program.dan.kegiatan.reformasi.birokrasi.halaman.2 / ;



PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI

KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PROGRAM: ARAHAN STRATEGIS

program dan kegiatan setiap UKE di Kemeneg PPN/Bappenas

PERIODE SEBELUM TAHUN 2008 s/d 2011

Telah ditakukan presentasi publik setiap tahun terhadap hasil
pelaksanaan kegiatan khususnya kegiatan kajian perencanaan
pembangunan nasional dengan melibatkan nara sumber yang
berkompeten di bidangnya untuk mefakukan penilaian atas
hasil kajian tersebuf. Kegiatan ini dilakukan sejak tahun
2003/4.

8. Penerapan Sistem Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Instansi
Pemerintah (SMAK-UP) di Kemeneg PPN/Bappenas

9. Pemantauan secara berkala atas pelaksanaan kegiatan
penilaian kinerja Kemeneg PPN/ Bappenas

10. Evaluasi atas pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja

Kemeneg PPN/Bappenas

Telah difakukan uji coba implementasi SMAK UP tersebut
dengan melibatkan beberapa UKE, dan akan dilaksanakan
secara menyeluruh pada tahun 2010

| Pemantauan kegiatan ini akan dilaksanakan secara berkala di
|mutai tahun 2010 dan hasil pemantauan kegiatan ini akan
* ldigunakan untuk evaluasi dan perbaikan pelaksanaan kegiatan
kinerja Kemeneg PPN/Bappenas

‘ Evaluasi kegiatan akan dilakukan pada awal tahun 2011 dan
hasilnya sebagai penyempumaan kebijakan peningkatan
kinerja Kemeneg PPN/Bappenas

perkembangan.pelaksanaan.program.dan.kegiatan.reformasi.birokrasi.halaman.3




PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMAS! BIROKRAS!
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PERIQDE SEBELUM TAHUN 2008 s/d 2011

PROGRAM: ARAHAN STRATEGIS
KEGIATAN: POSTUR BIROKRASI 2025

1) Telah disusun agenda rencana pembangunan nasional
jangka panjang yang merupakan gambaran pengembanan
peran Kemeneg PPN/Bappenas di dalam mengawal target
pembangunan nasional tahun 2025, 2) Sedang
penyempumaan/penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan
SDM Kemeneg PPN/Bappenas, untuk mendukung pelaksanaan
agenda tersebut di atas

Akan dilaksanakan secara beriringan dengan penyusunan
postur birokrasi Kemeneg PPN/Bappenas dan dilajutkan sampai
pada tahun 2011

Db oY RAA 30 EHEY: b
ANPIR 308
A3.

1. Penyusunan Postur Birokrasi Kemeneg PPN/ Bappenas 2025

2. Sosialisasi dokumen Postur Kemeneg PPN/Bappenas 2010 -
2025 yang meliputi postur kelembagaan, SDM dan
ketatalaksanaan Kemeneg PPN/Bappenas

3. Implementasi dokumen secara konsisten dan berkelanjutan

Pelaksanaannya sesuai dengan pelaksanaan Renstra Kemeneg
PPN/ Bappenas dan rencana tahunannya, akan dilakukan tahun
2010

perkembangan.pelaksanaan.program.dan.kegiatan.reformasi.birokrasi.halaman.4




PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRAS!
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PERIODE SEBELUM TAHUN 2008 s/d 2011

PROGRAM: MANAJEMEN PERUBAHAN
KEGIATAN: PROSES SOSIALISAS! DAN INTERNALISAS|

Melalui Keputusan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas No.
KEP. 029/M.PPN/00/2008 tentang Pembentukan Tim Reformasi
Birokrasi di Kemeneg PPN/Bappenas

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kemeneg PPN/
Bappenas

Telah difaksanakan berbagai seminar, workshop, antara lain:
seminar ketaatan, QSQL (Quick Share Quick Leaming), diskusi
penyusunan strategy map, IKU/KPI, dan uraian jabatan

2. Melakukan sosialisasi dan intemalisasi dalam perubahan
organisasi, ketatalaksanaan, dan sdm

an dilaksanakan pada tahun 2010-2011 setelal  Jlementasi

3 Melihat perubahan atas perbaikan pelaksanaan manajemen
un 2009

secara menyeluruh sesuai dengan 9 program reformasi
birokrasi

perkembangan. pelaksanaan.program.dan.kegiatan.reformasi. birokrasi.halaman. 5



PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI

KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERE :ANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PERIODE SEBELUM TAHUN 2008 s/d 2011

Ditakukan dalam rangka menyusun/menyempurmakan uraian
jabatan dan sistem remunerasi {khususnya tunjangan kinerja),
sudah ditaksanakan tahun 2008 dan akan disempumakan pada
tahun 2009

Sudah disusun pada tahun 2008

Sudah disusun sejak tahun 2003, 2004, disempumakan tahun
2008 dan 2009

Sudah disusun tahun 2008 dengan mengambil pilof project Biro
SDM dan Biro Renortala

PROGRAM: PENATAAN SISTEM
KEGIATAN: ANALISIS JABATAN, EVALUASI, JABATAN, DAN SITEM REMUNERASI
() LR B
RAIA A 508 (G 010
= (308 ;
c.1.
1. Penyusunan evaluasi jabatan Kemeneg PPN/Bappenas
2. Penyusunan profil kompetensi pegawai Kemeneg PPN/
Bappenas
3. Penyusunan Indikator kinerja utama (IKU, KPI) Kemeneg -
PPN/Bappenas ;
4. Penyusunan sistem evaluasi kinerja individu (pegawai)
Kemeneg PPN/Bappenas
5. Sosialisasi pembobotan, pemeringkatan dan sistem remunerasi
baru (khususnya tunjangan kinerja)
6. Pengukuran dampak/perubahan atas implementasi analisis

jabatan, IKU/KPI, sistem evaluasi kinerja dan sistem remunerasi
baru terhadap peningkatan kinerja pegawai dan lembaga

perkembangan.pelaksanaan.program.dan.kegiatan.reformasi.birokrasi.halaman.6

Akan dilaksanakan setelah ditetapkan sistem remunerasi di
Kemeneg PPN/Bappenas

1Akan diukur pada tahun 2010 dan seterusnya setelah

diterapkannya sistem remunerasi baru




PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PERIODE SEBELUM TAHUN 2008 s/d 2011

PROGRAM: PENATAAN ORGANISASI
KEGIATAN: REDEFINIS! VISI, MISI, DAN STRATEGI

10 HR| A
DO RAIA STAR ik 04 tait } RANGAT
e (08
DA. L
1. Evaluasi atas pelaksanaan Renstra Kemeneg PPN/Bappenas Sedang dilaksanakan secara bersamaan antara lain dengan
2004-2009 Cara menjaring pendapat pemerintah dan masyarakat di pusat
2. Evaluasi kelembagaan: peran, fungsi dan kinerja Kemeneg - dan daerah tentang kelembagaan Kemeneg PPN/ Bappenas
PPN/Bappenas 2004 - 2009 B v
3. Penyusunan Renstra 2010-2014 Kemeneg PPN/ Bappenas B e Hasil evaluasi atas pelaksanaan Renstra tahun 2004 - 2009
digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Renstra
2010 - 2014
4. Sosiafisasi di intemal Kemeneg PPN/Bappenas Sedang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan evaluasi
Sosialisasi kepada stakeholders Kemeneg PPN/Bappenas atas pelaksanaan Renstra Kemeneg PPN/Bappenas tahun
2004 - 2009 dan penyusunan Renstra Kemeneg PPN/Bappenas
tahun 2010 - 2014
6. Implementasi Renstra Kemeneg PPN/Bappenas 2010-2014 Akan dilaksanakan setelah tersusunnya Renstra Kemeneg
PPN/Bappenas tahun 2010 - 2014
7. Dampak terhadap kinerja lembaga dan pegawai, budaya ; . - Akan diukur pada tahun 2010 dan seterusnya
organisasi, serta proses/pelaksanaan program dan kegiatan -
Kemeneg PPN/appenas

perkembangan.pelaksanaan.program.dan.kegiatan.reformasi.birokrasi.hataman.7



PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATANR  DRMASI BIROKRASI

KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PROGRAM: PENATAAN ORGANISAS!
KEGIATAN: RESTRUKTURISASI

PERIODE SEBELUM TAHUN 2008 s/d 2011

Sedang dilaksanakan bersamaan dengan evaluasi
kelembagaan dan evaluasi Renstra

Hasil evaluasi struktur organisasi menjadi bahan pertimbangan
dalam merancang struktur organisasi yang baru

Akan dilaksanakan pata tahun 2010 setelah ditetapkannya
strukfur organisasi yang baru

’ 2 £
KA N RAIAN & AT A (308 (339 $32
g 008
D.2

1. Evaluasi terhadap struktur organisasi Kemeneg
PPN/Bappenas saat ini

2, Merancang struktur organisasi 2010 — 2014 sesuai dengan
peran ke depan )

3. Sosialisasi struktur organisasi yang baru di Kemeneg
PPN/Bappenas

4 Sosialisasi atas struktur organisasi yang baru dengan mitra
kerja Kemeneg PPN/Bappenas

5. Implementasi kepada seluruh tingkatan unit organisasi di
Kemeneg PPN/Bappenas

6. Pengukuran dampak/perubahan terhadap Kinerja Kemeneg
PPN/Bappenas

Akan diukur pada tahun 2011 dan seterusnya setelah

{diterapkannya struktur organisasi yang baru

perkembangan. pelaksanaan.program.dan.kegiatan. reformasi.birokrasi.halaman.8



PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRAS!
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PERIODE SEBELUM TAHUN 2008 s/d 2011

PROGRAM: PENATAAN ORGANISASI

Sedang dilaksanakan pengukuran beban kerja setiap
jabatan/kegiatan

Menetapkan hasil analisis beban kerja

2, Sosialisasi atas hasil analisis beban kerja setiap jabatan dan Akan dilaksanakan sosialisasi dan implementasi ata il
unit kerja analisis beban kerja tahun 2010
3. Pengukuran dampak/perubahan atas implementasi hasil kan diukur setelah diterapkannya hasil analisis

analisis beban kerja

perkembangan.pelaksanaan.prograrh.dan.kegiatan.reformasi.birokrasi.haléman.9



PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMAS! BIROKRAS!
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PERIODE SEBELUM TAHUN 2008 s/d 2011

PROGRAM: PENATAAN TATA LAKSANA
: PENYUSUNAN TATA LAKSANA (BUSSINESS PROCESS ) YANG MENGHASILKAN STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)

KEGIATAN

PPN/Bappenas

Penataan dan penyempumaan SOP kegiatan di Kemeneg

Telah, sedang, dan akan dilaksanakan sesuai dengan
kebutuhan Kemeneg PPN/Bappenas (dapat dilihat pada masing
masing program dan kegiatan reformasi birokrasi Kemeneg
PPN/Bappenas), antara lain SOP kegiatan PHLN untuk intemnal
Bappenas, SOP audit kerja, SOP pengelolaan kegiatan dan
anggaran Kemeneg PPN/Bappenas, dan sebagainya

perkembangan.pelaksanaan.program.dan.kegiatan.reformasi.birokrasi.halaman.10

f



PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMAS! BIROKRAS!
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PERIODE SEBELUM TAHUN 2008 s/d 2011

PROGRAM: PENATAAN TATA LAKSANA

KEGIATAN: ELEKT RONIS
OURUE 71

DOKUMETASUKEARSIPAN (E-ARCHIEVE)

elektronik

Pengembangan Sistem Manajemen Data dan Informasi melalui

akan terus disempumakan

Telah dimulai pelaksanaannya sebelum tahun 2008, masih dan

1) Pembenahan Website Bappenas, 2) Pembenahan Sistem
Aplikasi Naskah Dinas, 3) Pembenahan Sistem Aplikasi Agenda
Bappenas, 4) Pembenahan Website Musrenbangnas, 5)
Pembenahan Sistem Aplikasi Manajemen Acara
Musrenbangnas, 6) Pembenahan Sistem Aplikasi Network
Operation Center, 7) Pembenahan Sistem Aplikasi Forum
Diskusi Bappenas, 8) Pembenahan Sistem Apiikasi
Perpustakaan Bappenas, 9} Penyusunan dan penerapan sistem
e-procurement mode! Kemeneg PPN/Bappenas (da
quick wins), 10) Penyusunan dan penerapan sistem naiak
pendapatan pegawai di Kemeneg PPN/Bappenas, *
Sosialisasi dan implementasi elektronisasi dokumer.~~, 12)
Pemantauan pelaksanaan berbagai Sistem Aplikasi
Pendukung tersebut di atas, dan 13} Evaluasi/penilatan atas
dampak penerapan Sistem Aplikasi Utama dan Pendukung
tersebut terhadap ketancaran pelaksanaan tugas dan kinerja
Kemeneg PPN/Bappenas dan pegawai

perkembangan. pelaksanaan. program.dan.kegiatan.reformasi.birokrasi.halaman. 11



PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRAS!
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PERIODE SEBELUM TAHUN 2008 s/d 2011

PROGRAM: PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
KEGIATAN: PENILAIAN (ASESMEN) KOMPETENSI INDIVIDU BAGI PEGAWAITTENAGA AHLI

1R
20 RMEN RAIAN ATA ity UuY U310 1 RA
308
F.1.

1. Penetapan kompetensi inti organisasi, kompetensi manajenal bagi Sudah dilaksanakan sejak tahun 2008, dan
pejabat struktural dan kompetensi spesifik bagi pejabat fungsional sedang dan akan terus disempumakan
perencana dan fungsional lainnya mengikuti perkembangan jabatan,

2. Penyusunan kamus kompetensi SOM di Kemeneg PPN/Bappenas

3. Pembangunan data base hasil penilaian (assessment) . Sudah ditaksanakan sejak tahun 2008

4, Pelaksanaan assesmen kompetensi individu untuk tingkat pejabat : Akan dilaksanakan pada akhir tahun 2009
eselon |, 11, 1, 1V, seluruh fungsional serta staf perencana di Kemeneg dan seterusnya
PPN/Bappenas : '

5. Pemanfaatan dari hasil assessmen di Kemeneg PPN/Bappenas. : Akan dilaksanakan pada akhir tahun 3

dan seterusnya

perkembangan.pelaksanaan.program.dan.kegiatan.reformasi.birokrasi.halaman. 12 4




PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PERIODE SEBELUM TAHUN 2008 s/d 2011

PROGRAM: PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
KEGIATAN- MEMBANGUN SISTEM PENILAIAN KINERJA

K R A
1 2 J [PAIAN § ) A (0K (319 641 1 [ A R
) 008
F2. L[]
1. Penyusunan dan penyempumaan indikator kinerja individu di . Sudah dilaksanakan sebelum tahun 2008 unit kerja pilot Biro
Kemeneg PPN/Bappenas - - L SDM dan tahun 2008 pada unit kerja pilot Biro Renortala, serta
. masih terus dikembangkan sesuai dengan penetapan struktur
. organisasi yang baru
2. Penyusunan dan pemysmpumaan sistem penilaian kinerja ‘ : Sudah disusun pada tahun 2008 dan masih terus
individu di Kemeneg PPN/Bappenas L disempumakan
3. Pengembangan dan penyempumaan sistem untuk melihat : i - . Sudah dilaksanakan tahun 2008 dan saat ini {tahun 2009)
kehadiran pegawai Kemeneg PPN/Bapppenas o , T . sedang disempurnakan
s E M2 R
4, Pemantauan atas pelaksanaan sistem penilaian kinerja di ] - Akan dilaksanakan akhir tahun 2009 dan seterusnya
Kemeneg PPN/Bappenas .
5. Evaluasi atas hasil pelaksanaan sistem penilaian kinerja di . 2 | Akan dilaksanakan akhir tahun 2009 dan seterusnya
Kemeneg PPN/Bappenas _ *%
RN

perkembangan. pelaksanaan. program.dan.kegiatan.reformasi.birokrasi.halaman. 13




PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI

KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PERIODE SEBELUM TAHUN 2008 s/d 2011

PROGRAM: PENATAAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
KEGIATAN: PENGEMBANGAN SISTEM PENGADAAN DAN SELEKSI PEGAWAI (CPNS

Sy R AIA RTAN A
BOKUMEN ik 008 009 310 0

A BB AR

F3.
1. Penyusunan pedoman pengadaan dan seleksi pegawai Sudah disusun tahun 2008 dan saat ini (tahun 20 sedang
disempurnakan
2. Pengembangan sistem aplikasi pengadaan dan seleksi pegawai Sudah ditaksanakan pada tahun 2008 dan saat ini {tahun 2009}
sedang disempumakan
3 Melaksanakan pengadaan pegawai secara transparan, Pengadaan menggunakan sistem elektronik sudah diterapkan
sistematis dan akuntabel sesuai SOP dan sebagai bagian dan . mulai tahun 2008
Manajemen SDM Kemeneg PPN/Bappenas -

perkembangan.pelaksanaan.program.dan.kegiatan.reformasi.birokrasi.halaman. 14 4]



PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PERIODE SEBELUM TAHUN 2008 s/d 2011

PROGRAM: PENATAAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
KEGIATAN: POLA PENGEMBANGAN DAN PELATIHAN PEGAWAI

Sudah dilaksanakan pada tahun 2008 dan saat ini (tahun 2009)
sedang disempumakan

Penyusunan pedoman pola pendidikan dan pefatihan pegawai

2, Pemetaan kebutuhan dikiat pegawai Kemeneg PPN/Bappenas Sudah ditaksanakan pada tahun 2008 dan saat ini (tahun 2009)
sadang disempumakan
3 Evaluasi terhadap pegawai yang telah mengikuti dikiat
Akan dilaksanakan pada setiap akhir tahun mulai tahun 2010
4, Evaluasi terhadap pelaksanaan diklat baik dan aspek
penyelenggaraan maupun aspek mater diklat Akan ditaksanakan pada setiap akhir tahun mulai tahun 2010

perkembangan. pelaksanaan.program.dan.kegiatan.reformasi.birokrasi.halaman. 15 Lé
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PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMAS! BIROKRAS!
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PERIODE SEBELUM TAHUN 2008 s/d 2011

PROGRAM: PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
KEGIATAN: MEMPERKUAT POLA ROTAS!I, MUTASI, PROMOSI

by el RAIA ATA 00 009 (110 0 RA
A RADEES A B Do
F5. |
1. Menyempurmakan pedoman {manual) mutasi pegawai Sudah disusun pada tahun 2008 dan saat ini {tahun 2008)
sedang disempumakan

2. Menyiapkan instruksi kerja pedoman kedalam penerapan 1SO Saat ini {tahun 2009) sedang dalam proses penyusunan
9001:2000

3 Evaluasi atas hasit pelaksanaan pedoman rotasi, mutasi, dan Akan difaksanakan setiap akhir tahun dimulai pada tahun 2010
promosi pegawai

perkembangan.pelaksanaan.program.dan.kegiatan.reformasi.birokrasi.halaman. 16
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PROGRAM: PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEGl/ AN: MEMPERKUAT POLA KARIR PEGAWAI

TR
o Gl 008
F.6.
1. Penyusunan dan penyempurnaan sistem pola karir
pegawai melalui penerapan “sistem dual track
career’
2. Menjalankan pelatihan penjenjangan yang tepat baik
struktural maupun fungsional
3. Evaluasi atas hasil pelaksanaan pedoman pola karir

pegawai

BO8

QLY

PERIODE SEBELUM TAHUN 2008 s/d 2011

Sudah disusun pada tahun 2008 dan saat ini {tahun 2009)
sedang disempumakan sampai dengan tahun 2010

Sudah dilaksanakan pada tahun 2008 dan saat ini (tahun 2009)
sedang dan akan terus dilaksanakan

perkembangan.pelaksanaan.program.dan. kegiatan.reformasi.birokrasi.halaman. 17



PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PERIODE SEBELUM TAHUN 2008 s/d 2011

PROGRAM: PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
KEGIATAN: MEMBANGUN/MEMPERKUAT SISTEM DATABASE KEPEGAWAIAN

O URUT DO RAIAN ATA 003 009 310 0 R
JAPIRA 808
F.7. ]
1 Penyempurnaan sistem database pegawai . i : - 1Sudah dilaksanaken dimulai sebelum tahun 2008, 1g, dan
. . . akan terus pisempumakan
2, Pengadaan perangkat funak dan keras . ' Sudah dilaksanakan di mulai sebelum tahun 2008 sampai
. dengan tahun 2008
3. Penyusunan tata kerja pengelofaan sistem informasi Sudah dilaksanakan dimulai sebelum tahun 2008, sedang, dan
kepegawaian (Simpeg) akan terus pisempurnakan
4. Pengembangan Portal SDM - . : , Sudah dilaksanakan dimulai sebelum tahun 2008, sedang, dan
- akan terus disempumakan
5. Menyediakan informasi diklat pegawai - Sudah, sedang, dan akan terus diinformasikan kepada pegawai
Kemeneg PPN/Bappenas
6. Evaluasi untuk melihat dampak/perubahan atas implementasi o .~ |Akan dilaksanakan pada setiap akhir tahun dimulai pada tahun
pembangunan/penguatan database pegawai 2009

perkembangan.pelaksanaan. program.dan.kegiatan.reformasi.birokrasi.halaman. 18




PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRAS!
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PERIODE SEBELUM TAHUN 2008 s/d 2011 '

PROGRAM: PENATAAN UNIT ORGANISASI
KEGIATAN: PENGUATAN UNIT KERJAJORGANISASI KEPEGAWAIAN

iy LR A
NAKEMED A LA ATAN 8 003 0809 010 ) RANGA?
G.1. [ L[] ]
1. Pengembangan dan penyempumaan organisasi dan tata ketja . | Sudah dilaksanakan pada tahun 2008 dan
kepegawaian (manajemen SDM} Kemeneg PPN/Bappenas saat ini (tahun 2009) sedang disempumakan
sesuai dengan organisasi dan tata kerja
Kemeneg PPN/Bappenas
2, Pengembangan dan pengadaan fasilitas kerja Biro SDM o . Sudah dilaksanakan dimulai sebeium tahun
Kemeneg PPN/Bappenas . 2008 dan saat ini (tahun 2009) terus
’" - dikembangkan
3. Pengembangan dan pelatihan tenaga/SDM Kemeneg PPN/ f . [Sudah ditaksanakan dimulai sebelum tahun
Bappenas . “¢12008, sedang, dan akan terus dilaksanakan
- untuk mendukung pelaksanaan tugas dan
. - |fungsi serta enigkatan kinerja Biro SDM

perkembangan.pelaksanaan. program.dan.kegiatan.reformasi.birokrasi.halaman. 19
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PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI

KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PROGRAM: PENGUATAN UNTI ORGANISASI
KEGIATAN: PENGUATAN UNIT KERJA KEDIKLATAN

VIR
28 RAIAN ATA
G.2
1. Pengembangan dan penyempumaan organisasi dan tata kerja
Pusbindikiatren Kemeneg PPN/Bappenas
2. Pengembangan dan pengadaan fasilitas kediklatan
3. Pengembangan dan pelatihan tenaga/SDM untuk mendukung
Pusbindiklatren
4 Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pefaksanaan

kegiatan penguaan Pusbindiklatren untuk
mengetahui/mengukur:

PERIODE SEBELUM TAHUN 2008 s/d 2011

G

049

Sudah dilaksanakan pada tahun 2008 dan saat ini {tahun 2009)
sedang disempumakan sesuai dengan peran Kemeneg
PPN/Bappenas ke depan

Sudah dilaksanakan dimulai sebelum tahun 2008 dan saat ini

{tahun 2009) terus dikembangkan

Sudah dilaksanakan dimulai sebelum tahun 2008, sedang, dan
akan terus dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan tugas
dan fungsi serta penigkatan kinerja Pusbindiklatren

Akan dilakukan setiap akhir tahun dimulai pada tahun 2009
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PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI

KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PERIODE SEBELUM TAHUN 2008 s/d 2011

PROGRAM: PENGUATAN UNIT ORGANISASI
KEGIATAN: PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA

URAIAN KEGIATAN

Pengembangan dan pengadaan sarana dan prasarana Tl

2. Pengembangan dan pengadaan sarana dan prasarana
perpustakaan

1

udah dilaksanakan dimulai sebelum tahun 2008, sedang dan
kan terus dikembangkan

udah dilaksanakan dimulai sebelum tahun 2008, sedang dan
kan terus dikembangkan

Pengembangan dan pengadaan sarana dan prasarana umum:

1) Inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana umum, 2)
Menyusun rencana pemanfaatan sarana dan prasarana umum,
3} implementasi rencana pemanfaatan saranada  3sarana
umum, meliputi: a) Penyusunan aplikasi sistem gay auto-debet
dan online, b} Penyusunan aplikasi pemotongan pajak, ¢}
Penyusunan aplikasi laporan keuangan Kementerian Negara
PPN/Bappenas, d) Penyusunan dokumen pengelolaan
anggaran, ) Penyusunan {aporan BMN dengan aplikasi SIMAK-|
BMN, f) Penyusunan dokumen faporan barang persediaan, g)
Penyusunan petunjuk pelaksanaan tata naskah dinas, h}
Pembuatan aplikasi sistem database pengontrolan dokumen
SPP di Kementerian Negara PPN/Bappenas, i) Pembuatan
aplikasi sistem database realisasi penyerapan anggaran di
Kementerian Negara PPN/Bappenas, j) Penyusunan apfikasi
pemesanan ruang rapat secara online, k) Pembuatan sistem
ketertiban penggunaan lahan parkir gedung Kementerian
Negara PPN/ Bappenas, {) Penyusunan rencana kegiatan
peningkatan pelayanan kebersihan di lingkungen Kementerian
Negara PPN/Bappenas, m) Penyusunan rencana kegiatan
penghematan penggunaan listrik dan telepon di lingkungan
Kemeneg PPN/Bappenas, n) Penyusunan mekanisme
pengadaan barang/jasa di fingkungan Kementerian Negara
PPN/Bappenas
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PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PROGRAM: PENGUATAN UNIT ORGANISASI
ERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA

URAIAN KEGIATAN

Pengukuran dampak/perubahan atas implementasi
pengembangan dan pengadaan sarana dan prasarana, dengan
melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengembangan dan
pengadaan sarana dan prasarana Kemeneg PPN/ Bappenas

PERIODE SEBELUM TAHUN 2008 s/d 2011

perkembangan.pelaksanaan.program.dan.kegi_atan.refonnasi.birokrasi.halaman.22



PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI

KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PERIODE SEBELUM TAHUN 2008 s/d 2011

PROGRAM: PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEGIATAN: PEMETAAN, DEREGULAS!, DAN REGULASI PERATURAN MENTERI NEGARA PPN/BAPPENAS/KEPALA BAPPENAS

Bappenas

Pemetaan peraturan/keputusan Menteri Negara PPN/Kepala

2. Penataan dan penyempumaan deregulasi peraturan/keputusan

Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas

3 Pengembangan regulasi peraturan/keputusan Menteri Negara

PPN/Kepala Bappenas

Sedang dilaksanakan saat ini (tahun 2009)

Sedang dilakukan saat ini (tahun 2009) dan akan terus
lakukan sesuai dengan kebutuhan Kemeneg PPN/Bappenas

edang dilakukan saat ini (tahun 2009) dan akan terus
flakukan sesuai dengan kebutuhan Kemeneg PPN/Bappenas
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PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMAS| BIROKRASI

KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PROGRAM: PENGAWASAN INTERNAL

PERIODE SEBELUM TAHUN 2008 s/d 2011

Penyempumaan pedoman pengawasan intemal Kemeneg
PPN/Bappenas

Sedang dilaksanakan saat ini (tahun 2009), dengan cara 1)
Reviu pedoman pengawasan yang ada, 2) Studi literatur dan
ketentuan terbaru tentang pengawasan, dan 3) Menyusun
penyempumaan pedoman pengawasan sesuai dengan
paradigma intemaf audit yang baru,

2. Fasilitasi penilaian resiko organisasi Kemeneg PPN/Bappenas Sedang dilaksanakan saat ini {tahun 2009) dengan cara 1)
Penyusunan SOP/angkah kerja fasilitasi penilaian resiko
organisasi, 2) Pelaksanaan uji coba CSA (Controt Self-
Assesment) sebagai alat penilaian resiko,

3. Evaluasi manajemen tupoksi Sedang dilaksanakan saat ini (tahun 2009) dengan cara 1)
Reviu kriteria evaluasi manajemen tupoksi yang telah diterapkan
di tahun sebelumnya, 2 Penyusunan kriteria evaluasi
manajemen tupoksi berdasarkan reviu yang telah dilakukan, dan
3) Penyempumnaan langkah kerja termasuk tata cara pemilihan
obrik

4. Pre-Audit terhadap Rencana Kegiatan dan Anggaran Telah dilaksanakan, meliputi 1) Reviu peraturan yang terkait
dengan perencanaan kegiatan dan anggaran, 2) Penyesuaian
terhadap kriteria pre-audit kegiatan dan anggaran

5. Mefakukan reviu atas implementasi pedoman pengawasan

6. Evaluasi atas efekfifitas CSA, penyempumaan implementasi

CSA, dan pemantauan tindaklanjut hasil evaluasi manajemen Sedang dilaksanakan saat ini (tahun 2009)
tupoksi

10. Melaksanakan cumment-audit untuk memantau tindak lanjut hasit

pre-audit
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PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI

KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMAS! BIROKRASI

PROGRAM: PENGAWASAN INTERNAL
KEGIATAN: PENEGAKAN KODE ETIK

3L

1. Melakukan pemetaan mengenai budaya organisasi dan nilai inti Sedang dilakukan saat ini (tahun 2009) dan akan s
organisasi berdasarkan visi dan misi organisasi Kemeneg difakukan
PPN/Bappenas

3 Mengembangkan sistem penegakan dan pengawasan kode efik Sedang dilakukan saat ini {tahun 2009} dan akan terus
di kemeneg PPN/ Bappenas dilakukan

4, Pengawasan atas penegakan kode etk organisasi Sedang dilakukan saat ini (tahun 2009) dan akan terus

5. Penerapan reward dan punishment atas penegakan kode etik Sedang difakukan saat ini {tahun 2009) dan akan terus
organisasi di Kemeneg PPN/Bappenas dilakukan

6. Pemantauan atas pelaksanaan kode efik organisasi Kemeneg Akan dilaksanakan setiap akhir tahun dimulai tahun 2009
PPN/Bappenas

7. Evaluasi terhadap kode etik organisasi Kemeneg Akan dilaksanakan setiap akhir tahun dimulai tahun 2009

PPN/Bappenas,untuk mengukur/menilai dampaknya terhadap
disiplin dan kinerja pegawai dan lembaga
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MATRIKS DAFTAR LAMPIRAN DOKUMI PENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI

KMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Sistem Manajemen Akuntabilitas Kinerja (SMAK) untuk Mendiagnosa dan Mengevaluasi Kinerja Organisasi/Unit Kerja

A2

Sistem Manajemen Kinerja Kementerian Negara PPN/Bappenas A2
Penyampaian Rencana Penerapan Manajemen Kinerja dalam Rargka Reformasi Birokrasi B.1
Penyampaian Usulan Pemindahan Alokasi Bagian Anggaran dan Re-alokasi antar Pagu Program TA. 2009 untuk Mendukung B.1
Tunjangan Kinerja
Laporan Rapat Dengar Pendapat Kemeneg PPN/Bappenas dengan Komisi XI tentang Persetujuan Anggaran Pagu Sementara B.1
Kemeneg PPN/Bappenas TA. 2009 yang Mendukung Rencana Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kemeneg PPN/Bappenas
Keputusan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas No. KEP. 029/M.PPN/HK/03/2009 tentang Pembentukan Tim Reformasi B.1
Birokrasi Kementerian Negara PPN/Bappenas
Peta Manajemen Perubahan Kementerian Negara PPN/Bappenas B.1
Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia (Kegiatan Quick Share for Quick Learner) B.1
Analisis Jabatan CA
Evaluasi Jabatan CA
Manajemen Insentif CA
Profil Kompetensi Pegawai Kementerian Negara PPN/Bappenas C.1

dikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Negara PPN/Bappenas CA
Evaluasi Kelembagaan Kementerian Negara PPN/Bappenas D.1danD.2

daftar.lampiran.dokumen.pendukung.halaman.2



MATRIKS DAFTAR LAMPIRAN DOKUMEN PENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
KMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Evaluasi Renstra Kemeneg PPN/Bappenas tahun 2005-2009 D.1.danD.2
Standar Operational Procedure (SOP) Kegiatan Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Lakana E1
Sistem Manajemen Database Internal E2
Sistem Data dan Informasi Perencanaan Kementerian Negara PPN/Bappenas E2
Panduan Singkat Sistem Intranet Bappenas (SIB) E2
Sistem Agenda Online Kementerian Negara PPN/Bappenas E2
Sistem Aplikasi Hasil Rapat Pimpinan E2
Website Musrenbangnas E2
Sistem Aplikasi Manajemen Acara Musrenbangnas E.2
Network Operation Center E.2
Sistem Aplikasi Perpustakaan E.2
Sistem Aplikasi Forum Diskusi E2
Penyusunan Aplikasi Elektronik Pengadaan Kementerian Negara PPN/Bappenas (e-proc) E2
Penetapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kementerian Negara PPN/Bappenas (Kompetensi Inti, Manajerial, dan Spesifik) F.A
Kamus Kompetensi Sumber Daya Manusia F.1
Kontrak Kinetja Individu Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Negara PPN/Bappenas F.2

daftar.lampiran.dokumen.pendukung.halaman.3









MATRIKS DAFTAR LAMPIRAN DOKUMI [ PENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
KMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Laporan Barang Milik Negara Tahunan Tahun 2002 Kementerian Negara PPN/Bappenas

G.3
Laporan Barang Milik Negara Tahunan Tahun 2003 Kementerian Negara PPN/Bappenas G.3
Laporan Barang Milik Negara Tahunan Tahun 2004 Kementerian Negara PPN/Bappenas G3
Laporan Barang Milik Negara Tahunan Tahun 2004 Kementerian Negara PPN/Bappenas G.3
Laporan Barang Persediaan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Semester | 2008 G.3
Laporan Barang Persediaan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Semester |1 2008 G.3
Rancangan Peraturan Menteri Negara PPN/Bappenas tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Kementerian Negara G3
PPN/Bappenas
Manual Persuratan On-line (Administrasi) Kementerian Negara PPN/Bappenas G.3
Manual Persuratan On-line (User) Kementerian Negara PPN/Bappenas G.3
Aplikasi Sistem Database Pengontrolan Dokumen SSP Kementerian Negara PPN/Bappenas G3
Aplikasi Sistem Database Realisasi Penyerapan Anggaran Kementerian Negara PPN/Bappenas G3
Sistem Agenda On-line Kementerian Negara PPN/Bappenas G.3
Sistem ketertiban Penggunaan Lahan Parkir Gedung Kementerian Negara PPN/Bappenas G.3
Laporan Penyusunan Rencana Kerja Biro Umum 2008 Kementerian Negara PPN/Bappenas G.3
Draft SOP Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Negara PPN/Bappenas G.3
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MATRIKS DAFTAR LAMPIRAN DOKUMEN PENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
KMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

\SIONAL

Peraturan Perundang-undangan Tahun 2001 Kementerian Negara PPN/Bappenas H
Peraturan Perundang-undangan Tahun 2002 Kementerian Negara PPN/Bappenas H
Peraturan Perundang-undangan Tahun 2003 Kementerian Negara PPN/Bappenas H
Peraturan Perundang-undangan Tahun 2004 Kementerian Negara PPN/Bappenas H
Peraturan Perundang-undangan Tahun 2005 Kementerian Negara PPN/Bappenas H
Peraturan Perundéng-undangan Tahun 2006 Kementerian Negara PPN/Bappenas H
Peraturan Perundang-undangan Tahun 2007 Kementerian Negara PPN/Bappenas H
Peraturan Perundang-undangan Tahun 2008 Kementerian Negara PPN/Bappenas H
Arah Kebijakan dan Program Kerja Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kementerian Negara PPN/Bappenas 1.1
Profil Diagnosis dan Evaluasi Kinerja Organisasi Kementerian Negara PPN/Bappenas dengan Metode SMAK-UP [.1
Konsep Sistem Pengukuran dan Prosedur Audit Kinerja Kelembagaandi Kementerian Negara PPN/Bappenas 11
Key Performance Indicator (KP!) Audit Kinerja Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan di Kementerian Negara PPN/Bappenas 1.1
Standard Operational Procedure (SOP) Audit Kinerja Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaandi Kementerian Negara 1.1

PPN/Bappenas

Draft Pedoman Penilaian Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan/Program Kementerian Negara PPN/Bappenas

Standard Operational Procedure (SOP) Kegiatan Audit Kinerja Kementerian Negara PPN/Bappenas
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MATRIKS DAFTAR LAMPIRAN DOKUMI | PENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
KMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Kegiatan Kajian/Studi TA. 2006 Kementerian Negara PPN/Bappenas 1.1
Draft Pedoman Audit Investigasi di Kementerian Negara PPN/Bappenas 1.1
Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama Kementerian Negara PPN/Bappenas 1.1
Rencana Aksi dan Sosialisasi Kode Etik Pegawai KementerianNegara PPN/Bappenas 1.2
Pengembangan Budaya Organisasi Kementerian Negara PPN/Bappenas 1.2
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